
GUBERNURRIAU
PERATURAN

NOMOR

TDNTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN-PEREMPUAN. -.'.---.PEII ANAX PADA DINAS PEMBDRDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU

EENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU'

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan

Menteri PemberdaYaan Anak

Nomor 4 Tahun 2018 
^ 
Y:i'

Pelaksa na Teknis Daer
mata Pera-turart Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 207.7 tentanrg

p"-t"nt rt.., Unit Pelaksarta Teknis pada Dinas Pemberdayaan

;';;;pua; dan Perlindungan Anak Provinsi Riau perlu ditiniau

kembali;

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana 
- 
dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Fembentutal Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan

i""- a."t pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Riau;

: 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undan!-Undang Darurat Nomor. 19 
-.Ta.hun- ^1957 

tentang

Pembeitukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat'

iambi Aan Riau (Lembaran N Tahun

fSsZ No-o. 75) sebagai Un Negara

n"puUUt Indonesia Tahun 1958 mbaral
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 lerrtarlg Pemerintahan

Oaeratr" ll,embafun Negara Republik Indonesia Tahun 20 4 Nomor

244, Tambahal Lembaran Negara Republik -Indonesia 
Nomor

5SAZI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

undang-Uniang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua

Atas iJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20.16 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Nege 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum ara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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5.

6.

7.

-2-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OI7 ter]ta-r.g
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dai Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 72);

8.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUI{AN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI
RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dafam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau,

2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

5, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur darl Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan
Anal< Provinsi Riau.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pernberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Riau.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPf adalah Unit
Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anal< pada Dinas
Pemberdayaan Pelempuan dan Anak Provinsi Riau.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala
UPf adalai Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindunsan Anak Provinsi Riau.
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BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas, yaitu UPf
Perlindungan Perernpuan dan Anak Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

{1) UPf berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2) UPf dibentuk uotuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dai/atau kegiatan leknis penunjang tertentu.

(3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

(4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan
tugas Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas :

a. Kepala UPI;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengaduan;
d. Seksi Tindak Lanjut; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPI, Subbagian dipimpin oleh
Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPI tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

pasal 6

(1) Kepala UPT merupakan Pejabat Administrator (eselon IIIb).

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT merupakan Pejabat
Pengawas (eselon IVa).



BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1) UPf mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang
perlindungan perempuan dan anak.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada
Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak
Lanjut;

b. penyelenggaraal koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata
Usaha, Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam
rangka penyeienggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha,
Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut;

d. penyelenggaraan pelayanan, pengaduan, penalganan dan
pemulihan perempuan dan anak korban kekerasar; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait
frroes.lan fi, nosinve

Pasal 8
(1) Kepala UPT mempunyai tugas melakukan, koordinasi, dan

pengendalian pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, dan
Seksi Tindat Lanjut;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:

a. pen5rusunan program kerja dan rencana operasional pada
I TP'I".

b. membagi tugas kepada bawahaa dilingkungan UPT;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
dilingkungan UPI;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan UPT;

e. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan dan penatausahaan;

f. mengendalikan semua kegiatan layanan pada Seksi
Pengaduan dan Seksi Tindak Lanjut;

g. mengkoordinasikan semua kegiatan layanan pada Seksi
Pengaduan dan Seksi Tindak Lanjut;

h. menyelenggarakan rekomendasi hasil pengelolaan kasus pada
UPT;

i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanatan prograrn/kegiatan dan penganggaran pada
Subbagian Tata Usaha;

b, membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaal tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata
Usaha;

c, melaksanakan koordinasi pen]'usunan Standar Operasional
Prosedur;

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat me.IJrurat;

e. melaksalakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,
penatausahaan;

f. melaksanakan pencatatan data korban;

g. melaksanakan koordinasi pen]rusunan analisa jabatan, analisa
beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar
kompetensi, dan evaluasi jabatan;

h. melaksanakal pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

i. melaksanakanJ penlrusunan kebutuhan, pemeliharaan, sarana
dal prasanana kantor, kebersihan, keindahan, keamalan dan
Latariihah lzoht^r.

j. melakukal pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagiar Tata Usaha; dan

k. rrrelaksanakan tugas kedinasal lain yang diberikan atasar sesuai
hroac.lah fi rhosin\.a

Pasal 1O

Kepala Seksi Pengaduan mempunyai tugas:

a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Pengaduan;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pengaduan;

c. melakukan penerimaan dal klarifrkasi pengaduan masyarakat;

d. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak
iangsung;

e. melakukan pengelolaan kasus;

f. melindungi korbal di penampungan sementara;

g. memfasilitasi pendampingan pelayanan rujukan kesehatan,
rehabilitasi sosial, dar shelter (rumah amar) pada perempuan dan
anak korban kekerasan;

h. memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial pada
perempuan dan anak korban kekerasan;

i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksalaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengaduan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikal atasan sesuai
Lutsds u.ur ruutsnxryd.
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Pasal 11

Kepala Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Tindak Lanjut;

b. membagi tugas, rnemberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan $eksi Tindak Lanjut;

c. melaksanakanmediasi;

d. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi,
restitusi dan pendampingaa pada saat proses peradilan, serta
bantuan hukum lainnya;

e. melakukan pendampingan korban daiam upaya pemulihan;
f. melakukan pendampingan dalam penanganan psikologis dan

bimbingan keagamaan pada perempuan dan anak korban
KeKerasan;

g. melakukan penjemputan dan home visite pada perempuan dan
anak korban kekerasan;

h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Tindak Lanjuu dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikaa atasan sesual
tugas darl fungsinya.

BAB V
TATA KERJA

pasal 12

UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuar
dengan kedekatan fungsi koordinasi, dengan perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah provinsi maupun pihak-pihak terkait.
Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaal.l tugas danfungsi, dalam pengusulan program dan kegiatai, Upf
memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat
Daerah yang mempunyai kesamaat nomenklatur dan fungsiriya.
Tugas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh peiabat Administrator
(eselon lil.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.aJ, pejabat Fungsional
dan Pelaksana.

UPI daiam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban
orraKuKan secara berJenJang sesr ai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan pendelegasian dari pimpinan.
Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Upl menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sisuai
dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

(1)

\2)

(3)

(4)

lrl

(6)
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BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPI dapat
mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian,
profesi, keterampilan dan spesialisasi yartg dibutuhkan.

(2)Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

(4) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang renaga fungsional senior yang diLunjuk.

(5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjaag jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-
undangan.

(7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari
Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional diangkat daII diberhentikan oleh Gubemur dari
Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan p€raturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal l5
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan UPT bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan
sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan
Gubernur Ria.u Nomor 56 Tahun 2017 ter:Itar'g Pembentukan Unit
Pelaksana Tekais pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Riau dicabut dan dinyatalan tidak
berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubemur irti mulai berlaku pada talggal diundar-rgkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengunda-ngan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Riau.

Ditetapkan di ekanbaru
pada tanggal 

nrru,

Y^I'lsv^

RIAU,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR

Diundalgkal i
pada tanggal 
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